
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUHOTA JAKARTA 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang 
Layanafl Informasi Publik merupakan pedoman bagi 
SKPD/UKPD dalam melaksanakafl pengeloIaafl Iayanan 
informasi publik guna menyediakan, memberikan dan/atau 
menerbitkafl informasi publik secara cepat, tepat dan 
sederhana kepada masyarakat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimafla dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas 
Penanaman Modat dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penunjukan Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); 

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik sebagaimafla telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik; 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangafl 

7. Undang-Undaflg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimafla telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 



8. Peraturan Pemerintah Nonior I Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Undang-Uridang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaafl Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyelenggaraafl Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraafl Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan 
Informasi Publik; 

14. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaafl Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

15. Peraturan Gubernur Nornor 160 Tahun 2019 tentang OrganisaSi dan 
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkari: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 
JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID). 

KESATU Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
pada Dinas Penanamafl Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan mi; 

b. Tugas, pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan mi; 

c. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian informasi dan 
dokumentasi oleh Penangguflg Jawab Provinsi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III Keputusan mi, 

d. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian informasi dan 
dokumentasi oleh Penanggung Jawab Wilayah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IV Keputusan ni. 

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentaSi (PPID) mempunyal 

tugas dan kewajiban sebagal berikut: 

1. Pejabat Pengelola Data dan Informasi (PPID) bertugas untuk 
mengoordmnasikan penyampaiafl informasi publik melalui media 
yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku 
kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

2. Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) menyelenggarakafl fungsi: 
a. mengoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat 

diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit 
pelayanan mnformasi; 



b. pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum 
menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan; 

c. pemberian alasan tertuUs pengecualian informasi publik secara 
jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak; 

d. pengaburan informasi publik yang dikecualikan beserta 
alasannya dengan cara dihitamkan; 

e. pengembangafl kapasitas pejabat fungsional umum/ 
tertentu dalam rangka peningkatan kualitas Iayanan informasi 
publik; 

f. penyampalan pendistribusian penyerahan informasi publik 
kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui 
surat elektronik (email), faximile atau surat pos; dan 

g. pemberian informasi publik dalam format hardcopy ataupun 
softcopy sesual dengan ketersediaan dan informasi yang 
diminta. 

KETIGA Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal U Februari 2021 

KEPALA DIN$'ENANAMAN MODAL DAN 
PELAYNANPADU SATU PINTU 

DKI JAKARTA 

ENJ AGUSCANDRA 
NIP 196908081997031004 

Tembusan: 
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; 
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta; 

3. lnspektur Provinsi DKI Jakarta; 
4. Kepala Biro Perekonomiafl dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta 

5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta; 
6. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta; 



Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal Februari 2021 

KEP,94&PENANAMAN MODAL DAN 
ALTERPADU SATU PINTU 
OVtSI DKI JAKARTA 

E 'AGUSCANDRA 
fP 196908081997031004 

Q 

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
DKI Jakarta 
Nomor : 
Tahun J( 4oA 

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 

Penanggung Jawab 

Ketua 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

Penanggung Jawab Data Provinsi 

Penanggung jawab Data Wilayah 

1. Kepala DPMPTSP Provnsi DKI Jakarta 
2. Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI 

Jakarta 

Sekretaris DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta 

Kepala Bidang Pengembangan DPMPTSP 
Provinsi DKI Jakarta 

Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengaduan 
DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta 

Kepala Pusat Data dan Informasi PMPTSP 

Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kota 
Administrasi/Kabupaten Administrasi! 
Kecamatan/Kelurahan 

Kepala Bidang Pelayanan I DPMPTSP Provinsi DKI 
Jakarta 

Kepala Bidang Pelayanan II DPMPTSP Provinsi DKI 
Jakarta 

Pada Bidang Penyuluhan dan Pengaduan 
dengan melibatkan Unsur Bidang 
Pengembangan, Unsur Bidang Pelayanan I, 
Unsur Bidang Pelayanan II, Unsur Bidang 
Penanaman Modal, Unsur Bidang 
Penyuluhan dan Pengaduan, Unsur Pusat 
Data dan Informasi PMPTSP, dan Unsur Unit 
Pengelola Jakarta Investment Centre 

Penanggung Jawab Data Rumpun 
Pelayanan I 

Penanggung Jawab Data Rumpurl 
Pelayanan U 

Sekretariat 



Lam piran II Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
DKI Jakarta 
Nomor : 9 
Tahun : u 

RINC IAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI (PPlD) 

I. PenanggUflg Jawab 

II. Ketua 

III. WakU Ketua 

IV Sekretaris 

BertanggUng jawab terhadap proses Iayanan informaSi 
publik terkait pelaksanaan pemberian informasi dan 
dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundaflgan. 

a. MengoordiflaSikan penyampalan informasi dan 

dokumentaSi serta proses sengketa hukum terkait 
penanaman modal, izin dan non izin yang diterbitkan oleh 
DPMPTSP kepada pemangku kepentingan; 

b. Menugaskan pejabat struktural untuk menghadiri dan 
memenuhi panggilan KKIP untuk selanjutnya 
dilaporkan kepada Penangguflg Jawab PPID; 

c. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik 
dapat diakses publik atau tidak berdasarkan 
pengujian tentang konsekuenSi dan 

d. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis 
apabila informasi publik yang dimohon termasuk 
informaSi yang dikecualikanhrahaSia dengan disertai 
alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara 
bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan 
keberatan atas penolakan tersebut. 

a. Membantu ketua dalam mengoordinasikan penyampaiafl 
informasi dan dokumentasi serta proses sengketa 
hukum terkait penanaman modal, izin dan non zin yang 
diterbitkan oleh DPMPTSP kepada pemangku 
kepentingan 

b. Membantu Ketua dalam menugaskan pejabat struktural 
untuk menghadiri dan memenuhi panggilan KKlP untuk 
selanjutnya dilaporkan kepada Penanggung Jawab 
PPID; 

c. Melaksanakan pendampingan dalam 
menetapkan/meflentUkan suatu informasi publik 
dapat diakses publik atau tidak berdasarkan 
pengujian tentang konsekuenSi dan 

d. Melaksanakan pendampingan dalam menolak 
permohonan informasi publik secara tertulis apabila 
informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang 
dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta 
pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi 
pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan 
atas penolakan tersebut. 

a. Menyusun suratjawaban permintaan informasi dan 
dokumentaSi dan pemangku kepentingan; 

b. Melaksanakan tugas administraSi dalam rangka 
pelaksanaafl pemberian informasi dan dokumentasi; 

c. MengoordinaSikan tugas dan masing-maSing 
penanggung jawab dalam rangka pelaksanaan 
pemberian informasi dan dokumentasi; dan 

d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pemberian 
informasi dan dokumentasi. 



V. Penanggung Jawab 
Data Provinsi 

VI. Penanggung Jawab 
Data Wilayah 

VII. Penanggung Jawab 
Data Rumpun 
Pelayanan I 

VIII Penanggung Jawab 
data Rumpun 
Pelayanan II 

a. Mengumpulkan seluruh data informasi dandokumentaSi 
yang diminta oleh pemangku kepentingan di tingkat 
provi n si; 

b. Melakukan verifikasi bahan informasi dan 
dokumentasi yang diberikan oleh pemohon; 

c. Memberikan Iayanan pemberian informasi dan 
dokumentasi yang diajukan di tingkat provinsi; 

d. Menyimpan mendokumefltasikafl, menyediaFcan dan 
memberi pelayanan informasi dan dokunientaSi yang 
diajukan di tingkat provinsi; 

e. Membuat, memelihara dari/atau memutakhirkan 
daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 
(satu) kali dalam I (satu) bulan; dan 

f. Melaksanakafl tugas Iainnya yang diperintahkafl oleh 
Atasan PPID. 

a. Mengumpulkan seluruh data informasi dan 
dokumentaSi yang diminta oleh pemangku kepentingan 
di wilayah masing-mas1flg 

b. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi 
yang diberikan oleh pemohon; 

c. Memberikan Iayanan pemberian informasi dan 
dokumentasi yang diajukan sesual dengan wilayahnya 
masing-maSiflg 

d. Menyimpan, mendokumefltaSikafl, menyediakan, dan 
memberi pelayanan informasi dan dokumentaSi yang 
diajukan di wilayah masing-masing; 

e. Membuat, memelihara dari/atau memutakhiran 
daftar informasi pubtik secara berkala paling sedikit 
1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan 

f. Melaksanakafl tugas lainnya yang diperintahkan 
oleh Atasan PPtD. 

a. Memberikan Iayanan informasi kepada publik terkait 
izin dan non izin di Bidang Pelayanan I diserahkan 
oleh penanggung jawab provinsi atau penanggung 
jawab wilayah; 

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan 
dan memberi pelayanan informasi kepada publik 
terkait izin dan non izin di Bidang Pelayanan I; 

c. Melakukan pemutakhiran informasi dan 
dokumentasi pada UP PMPTSP di Bidang 
Pelayanan I; 

d. Melakukan inventarisaSi informasi di Bidang 
Pelayanan I yang dikecualikan untuk selanjutnya 
dilakukan uji konsekuensi; dan 

e. Melaksanakan tugas Iainnya yang diperintahkan 
oleh Atasan PPID. 

a. Memberikan layanan informasi kepada publik 
terkait izin dan non izin di Bidang Pelayanan II; 

b. Menyimpan, mendokumentaSikan, menyediakan 
dan memberi pelayanan inforrnasi kepada publik 
terkait izin dan non izin di Bidang Pelayanan II; 

c. Melakukan pemutakhiran informasi dan 
dokumentasi pada UP PMPTSP di bidang 
Pelayanan II; 

d. Melakukan inventarisasi informasi di Bidang 
Pelayanan II yang dikecualikan untuk 
selanjutnya dilakukan uji konsekuensi; dan 

e. Melaksanakan tugas Iainnya yang diperintahkan 
oleh Atasan PPID. 



KEPALA ETNAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYPANTERPADU SATU PINTU 

iV1NSI AKARTA 

EN ANDRA 
IF i908081997031004 

IX. Sekretariat a. Menyusun surat jawaban permintaan informasi dan 
dokumentasi dan pemangku kepentingan; 

b. Memproses surat menyurat dalam rangka 
pelaksanaan pembenian informasi dan 
dokumentasi; 

c. Mempersiapkan rapat-rapat dalam rangka 
pelaksanaan pemberian informasi dan 
dokumentasi; dan 

d. Melaksanakan tugas administrasi Iainnya dalam 
rangka pelaksanaan pemberian informasi dan 
dokumentasi. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal U Februari 2021 



;-nniAguscäfldra 
NIP 196908081997031004 

p ELAKSANAAN PEMBERIAN 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
OLEH PENANGGUNG JAWAB 

PROVINSI 

Lampi ran Ill Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Nomor: 
Tahun : ç, t -uC' ' 

PEMERINTAH PROVINS DAERAH KHUSUS IBUKOTA 
JAKARTA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI DKI JAKARTA 

Nomor SOP 
Tanggal Pembuatan 

Tanggal Revisi 

Tanggal Efektif 

Judul SOP 

isa anoie Kä1Dina5 Penanamafl Modal dan 
Pelayaran Terpadu Satu Pintu Provinsi 

DKI Jakarta 

Kualifikasi Pelaksana 
Dasar Hukum 

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun Z007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman; 

3. Undang - Undarlg Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayaflan Publik; 

4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan; 

5 Undang-Ufldaflg Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturafl perundang-undangafl 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimafla telah beberapa kal 
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 

2015; 
7 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

AdministraSi Pemenntahafl 
8. Peraturan Pemerintah Nornor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksaflaan Undang-Ufldang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namer 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyeleflggaraafl Pelayanan TerpadL 
Satu Pintu; 

10 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentarig 
Penyelenggaraan Pelayanafl Terpadu Satu Pintu; 

11. Keputusan Gubernur Nomor 56 Tahun 2001 
tentang Tata Care Penyelesaiafl Perbal Naskah 
Dinas Di Lingkungan Pemerintah ProvinS Daerah 
KhusuS Ibukota Jakarta; 

12. Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2016 tentan 
Layanan Infomiasi Publik; 

13. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentanç 
Petunjuk Pelaksanaan Pelayanafl Terpadu Satu Pintu; 
dan 

14. Peraturan Gubernul Nomor 160 Tahun 2019 tentanç 
Organisasi dan Tata Kea Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanafl Terpadu Satu Pintu. 

1. MernahamI peraturan perundang-undangan terkait Pemberian 
InformaSi dan Dokumentasi; 

2. Memiliki Kemampuan teknis dasar kearsipan; 

3 Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi dan 

internet; 

4 Bertanggung jawab dan berkomitfllefl terhadap tanggung jawab 
yang diberikan; 

5. Merniliki rasa solidaritas tinggi dan bekerjasama dengan baik 

Keterkaitan 

 

Sarana dan Prasarana 

1. Komputer 

2. Printer 

3. Akses jaringan dan Internet 

4. Sistem lnforn,asi 

 

1 Pelaksanaan Pemberian Informasi dan DokumentaSi oleh 
Periangguflg Jawab ProviriSi 

 

   

    



i di Provinsi 
LJD9U•I flu! i flCIW%4fl4W! - - - 

Pelaksana 

No Uraian Prosedur 
Pemohon 

Penangguflg Jawab 
Provinsi 

Penanggung 
Jawab Bidang 

Ketua/Wakil Ketua Sekretanat Waktu 

I MempersiapkandataberUpa 
KTPdan Akta Notaris 

[ 

2  Klarifikasi kelengkapan 
dokumen 1 han 

tanggapan berupa W 
3 Pembenan 

pemberian infomasi dan 

dokumentasi atau keputusan 
nforrnasi 

10 han 

penolakan pemberian 

4 Pembenan tanggapan apabda 
inforniasi tidak dikuasai dan 

mengoordinasikan dengan j 

han 

bidang-bidang terkait 
FenyelesaIan pemDerlan intormasi 
dan dokumentasi — I han 

1 

6 Pemberian informasi dan 
dokumentasi kepada pemohon 
serta pengarsioan pemberian 
informasi aan cfokumentasi. 

TOTAL 
20 han 



Lampiran IV: Keputusan Kepala Dines Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor: T'" C- 

Tahun : i 

Nomor SOP 
..JAYAB.4'YA 

LJ 

- . '. 

____ 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

JAKARTA 

Tanggal Pembuatan 

Tanggal Revisi 

Tanggal Efektif 

IBUKOTA 

Disahkan Oleh .. 

i  i4/ 
- i 

I 

/Pelayanan 
Kepala Dinas 

/ 
:ni 

Terpadu 

-- NIP 196905081997031004 

Penanaman 
Satu 

KF aa 

d ' , 
Agusóandra 

Modal dan 
Pintu Provinsi 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI DKI JAKARTA 

Judul SOP PELAKSANAAN PEMBERIAN 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

WILAYAH 

Dasar Hukum KuaIitikas Pelaksaria 

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman; 
3. Undang-Undang Nomor25Tahun 2009 tentang Pelayanafl 

Publik; 
4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsi pan; 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-ufldangafl; 

8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kal 
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 

2015; 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan; 

8	 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor24 Tahun2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu: 
10. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang 

Penyeleflggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

11. Keputusan Gubernur Nomor 56 Tahun 2001 
tentang Tate Care Penyelesaian Perbal Naskah 
Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta; 

12. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentanç 

Layanan Inforniasi Publik; 
13. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentan 

Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

dan 

14. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentanç 
Organisasi dan Tata Ker]a Dinas Penanaman Modal dar 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

1 Memahami peraturan perundang-undangan terkaitPemberian 
Infomiasi dan Dokumentasi; 

2. Merniliki Kemampuan teknis dasar kearsipan; 

3. Mampu mengoperasikan perangkatteknologi informasi dan 
internet; 

4 Bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap tanggung jawab 
yang diberikan 

5. 
baik 

Keterkaitan Sarana dan Prasarana 

1. Pelaksanaan Pemberian Inforniasi dan Dokumentasi oleh 
Penanggung Jawab Wilayah 

1. komputer 

2. Printer 

3. Akses jaringan dan internet 

4. Sistem Informasi 



Bagan AJur Pelaksanaan Pemberian informasi dan Dokumentasi di Wilayah Masing-Masing 

NO Uraian Prosedur 

Petaksana 

Pemohon 
Penanggung Jawab 

Wilayah 
Penanggung 

Jawab Bidang 
Ketua /Wakil Kelua Sekretariat Waklu 

1 Mempersiapkan data berupa KTP dan 
Akta Notaris 

2. Kiarrfrkasi kelengkapan dokumen 
1 han 

3 Pemberian tanggapan berupa 
pemberian infomasi dan dokumentasi 
atau keputusan penolakan pemberian 
informasi 

_____________ 10 han 

— 

4. Pemberian tanggapan apabIa 
Informasi tidak dikuasai dan 
mengoordinasikan dengan bidang- 
bidang terkait 

7 han 

— 

5 PenyeIesaan pemberian informasi dan 
dokumentasi 

V 1 har 

I 

b. Pemberian intorrnasi dan dokumentasi 
kepada pemohon serta pengarsipan 
pemberian inforrnasi dan dokumentasi 

1 nan 

TOTAL 20han 
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